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ABSTRAK

Zakat adalah salah satu pilar agama Islam yang berperan besar dalam
pemberdayaan ekonomi umat, zakat dikelola bukan berdasarkan perintah Undang-
Undang dengan segala peraturan turunannya, namun zakat dikelola berdasarkan
perintah al-Qur’an dan hadis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis
membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai
Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. Adapun tujuan penelitian ini untuk
menjelaskan problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di
Baitul Mal Aceh dan menjelaskan pandangan magasid asy-syari’ah terhadap
pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan
menganalisis dokumen, laporan kegiatan dan arsip-arsip yang relevan dengan
penelitian ini, wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh yang memahami
permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengelolaan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh adalah dalam mekanisme
pencairan dana zakat yang telah dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah
harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan Pendapatan Asli
Daerah lainnya, pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu
pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan mustahiq secara terus
menerus memerlukan bantuan dana zakat, jumlah zakat yang disalurkan tidak
harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan platform
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Dalam hal pengadaan
barang dan jasa pada program zakat produktif yang dilakukan oleh Baitu Mal
masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang
dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan
program tersebut. Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan
zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah tersebut jika ditinjau dari magasid asy-
syari’ah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh
Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat
membahayakan jiwa mustahiq zakat, karena mustahiq zakat khusunya fakir dan
miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang
dijadikan Pendapatan Asli Daerah, ketika Baitul Mal Aceh mengalami kendala
dalam pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh yang berimbas pada
terkendalanya proses penyaluran zakat kepada mustahig, sedangkan mustahiq
memerlukan dana zakat tersebut untuk bertahan hidup dan tidak boleh terjadi
keterlambatan penyaluran dana zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan
mengancam kehidupan (jiwa) mustahiq. Hal tersebut telah mengakibatkan
pemeliharaan jiwa mustahiq terabaikan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan yang
ingin dicapai oleh syariat zakat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan mustahik
guna untuk menyelamatkan jiwa manusia (kifzu an-nafs) yang merupakan salah
satu dari tujuan magqasid asy-syari’ah.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Pendapatan Asli Daerah, Magasid Asy-Syari’ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Nomor 158/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
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o nan n en
3 wawu w we
s ha’ h ha
. hamzah ‘ apostrof
¢ ya’ y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
ek ditulis muta’aqqidin
- ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbarah
1. Bila dimatikan ditulis h
b ditulis Hibbah
g ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.
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ditulis
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il ditulis aantum
o ditulis u'idat
5 oA ditulis la'in syakartum




Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

of & ditulis al-Qur’an

) ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu
rukunnya, yaitu zakat." Di Indonesia zakat telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan serta fungsi Lembaga Amil Zakat.
Hal ini penting karena zakat merupakan salah satu pemasukan bagi negara yang
memiliki potensi sangat besar dalam membangun perekonomian masyarakat.
Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada

pemerintah. Hal ini berdasarkan firman al-Qur’an Surat At-Taubah [9] ayat 103.
Wy b S higho O vede fog 8 1eSTy arles B blsel 0
v—::l-" c::"“

Kata “khuz” pada ayat tersebut merupakan kata perintah yang ditujukan
kepada perseorangan. Sedangkan perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah
SAW vyang pada waktu itu di samping sebagai utusan Allah juga sebagai
pemimpin Negara (penguasa). Oleh karena itu perintah dalam ayat tersebut juga

ditujukan kepada setiap pemimpin Negara saat ini dan seterusnya.’

! Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), him. 83-84.

2 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 92.



Pada ayat lain yaitu al-Qur’an Surat at-Taubah [9]:60

35 ey S 3y el sl e elalely Ly el aall bl L

ﬁgw&bmswmﬁw*wmw

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa
‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan atau diutus oleh Imam/pemerintah
untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang
diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak
menerimanya.? Dalam hal ini, Baitul Mal merupakan Lembaga Independen yang
dibentuk oleh pemerintah yang mewakili pemerintah dalam mengelola zakat.

Aceh merupakan daerah Istimewa dan otonomi khusus yang memiliki
kewenangan untuk menerapkan pelaksanaan Syari’at Islam. Kewenangan tersebut
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (UUPA No0.11/2006), kewenangan tersebut memberikan otonomi yang
cukup besar kepada pemerintah Aceh baik ditingkat provinsi maupun
kabupaten/kota.*

Pemberian hak meliputi empat bidang utama, yaitu pelaksanaan kehidupan
beragama, pelaksanaan kehidupan adat, pelaksanaan pendidikan, dan peran ulama

dalam penetapan kebijakan daerah. Hak istimewa pertama sebagai organisasi

® Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern ( Jakarta: Gema Insani Press,
2002), him.125.

* Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 44 tahun 1999 Tentang
Keistimewaan Aceh dan Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh.



kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan hukum Islam bagi
masyarakat Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Daerah
membuat Perda nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, yang
termasuk di dalamnya Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat. Sesuai
Peraturan Daerah (PERDA) di atas, Gubernur Aceh mengeluarkan surat
Keputusan nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Baitul Mal provinsi Aceh.

Mengingat putusan Gubernur itu tidak cukup kuat, maka dengan
kesepakatan DPRA dan Gubernur dikeluarkanlah Qanun Nomor 7 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Badan
Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi NAD.® Selanjutnya
Pemerintah Aceh menyempurnakan Qanun Pengelolaan Zakat dengan
mengeluarkan satu Qanun khusus Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.’

Zakat merupakan salah satu bagian dari otonomi khusus yang dikelola
oleh Baitul Mal. Ada hal menarik terkait dengan zakat yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 180

® Fuadi, “Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak
Penghasilan Terhutang ( Taxes-Credit ) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Asy-Syir’ah, No. 2, Th. XLVIII Desember
2014, him.426.

® TM. Daniel Djuned, Baitul mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat makalah disampaikan
pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh, him. 2.

"Secara tidak langsung di Aceh berlaku lex specialis degorat lex generale, dengan
demikian di Aceh peraturan yang berlaku tentang pengelolaan zakat tunduk pada Qanun Nomor 10
tahun 2007.



ayat (1) huruf d menyatakan: “Zakat merupakan salah satu Sumber Pendapatan
Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota”.? Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 24 Qanun
Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai berikut:

(1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.

(2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan
sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.

(3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam
rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang
ditunjuk Gubernur.

(4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk
kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul
Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh
Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari
Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan
Gubernur.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat di Aceh berbeda
dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan Pasal 180 ayat 1
Pemerintah Aceh telah diberi kewenangan untuk mengelola zakat dan karena
melihat potensi zakat yang sangat besar bagi daerah, maka pemerintah
memasukkan zakat ke dalam salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sedangkan di luar Aceh zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga-lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah tidak dimasukkan
sebagai sumber PAD.

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang dalam
melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariah yang

diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta

® Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh, 2006.



agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas
terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta
warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam yang berada pada tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kemukiman.®

Keberadaan Baitul Mal sangat strategis dan penting dalam rangka
mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi
ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga
profesional yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Baitul Mal haruslah
semaksimal mungkin dalam menjalankan perannya dengan tidak meninggalkan
kaidah-kaidah yang telah diatur dalam Islam, karena zakat merupakan amanah
yang dititipkan kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada yang berhak
menerimanya.

Walaupun Baitul Mal merupakan lembaga non struktural yang dalam
menjalankan tugasnya bersifat independen, namun berdasarkan Pasal 180 ayat 1
UUPA No.11 Tahun 2006 yang dijelaskan dalam pasal 24 Qanun Aceh No.10
Tahun 2007 dalam mengelola zakat Baitul Mal harus
mempertanggungjawabkan/melaporkan dana zakat kepada pemerintah dengan
terlebih dahulu memasukkannya ke dalam Pendapatan Asli Daerah, kemudian
dana zakat baru bisa disalurkan ke program-program yang telah dirancang oleh
Baitul Mal.

Adapun salah satu konsekuensi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah

adalah zakat wajib disetor ke kas daerah dan penyalurannya harus tunduk kepada

® Pasal 1 Ayat 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.



aturan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan sejumlah aturan lainnya yang berhubungan dengan
Pendapatan Asli Daerah.

Jika ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah sudah diatur
demikian maka konsekuensi logisnya adalah zakat boleh digunakan untuk
membiayai belanja daerah sebagaimana Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini
berbeda dengan ketentuan syariah yang telah mengatur pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh‘a@mil (Baitul Mal) dan diperuntukan khusus untuk masing-masing
asnaf yang telah ditentukan dalam al-Qur’an .

Setiap kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dalam aplikasinya
pasti akan menimbulkan efek positif dan negatif. Hal ini juga terjadi pada
kebijakan yang menjadikan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah. Jika
dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah/ memudharat yang lebih besar
daripada manfaatnya maka kebijakan ini akan bertolak belakang dengan tujuan
dari pensyariatan zakat itu sendiri. Karena zakat dikelola bukan berdasarkan
perintah Undang-Undang dengan segala peraturan turunannya, namun zakat
dikelola berdasarkan perintah al-Qur’an dan hadis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan
melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang
dituangkan dalam judul Tinjauan Magasid asy-Syari’ah Terhadap Pengelolaan

Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas,
maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli
Daerah di Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana tinjauan magasid asy-syari’ah terhadap pengelolaan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan penelitian
a. Menjelaskan problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli
Daerah di Baitul Mal Aceh.
b. Menjelaskan pandangan magasid asy-Syari’ah terhadap pengelolaan
zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Ilimiah
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam masalah problematika
pengelolaan zakat yang dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah
di Baitul Mal Aceh dan menjelaskan bagaimana teori magasid asy-

Syari’ah menilai permasalahan tersebut.



b. Kegunaan Terapan
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi positif dalam
upaya memecahkan masalah yang melingkupi pengelolaan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan
Magasid asy-Syari’ah.
D. Kajian Pustaka

Zakat merupakan salah satu objek studi yang menarik untuk diteliti
sehingga telah banyak penelitian yang berhubungan dengan zakat, baik pada
dataran teoritik maupun pada dataran empirik, dari segi figh, ekonomi, politik
maupun sosial. Sebagai barometer bagi penulis, maka akan dikemukakan
beberapa hasil penelitian terdahulu.

Penelitian tentang zakat pada dataran empirik yang menggunakan
pendekatan dari segi ekonomi adalah penelitian yang dilakukan oleh Fagih El
Wafa dalam tesisnya dengan judul “Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga
Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*°. Pada penelitian ini penulis lebih
terfokus pada zakat produktif yang dipraktekkan di masyarakat. Penulis
menemukan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dipahami
oleh ‘amil zakat ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk
menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik

untuk memenuhi kebutuhannya serta membuat mustahik lebih partisipatif dalam

Fagih El Wafa, Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota
Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat), Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.



proses usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan merubah
rangka berfikir mustahik untuk lebih giat beribadah dan berusaha.

Kemudian penelitian tentang zakat pada dataran empirik yang menggunakan
pendekatan dari segi sosial yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nahara Eriyanti
yaitu penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Penghimpunan Zakat pada
Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2007)." Penulis menemukan bahwa keberadaan Qanun Nomor 10 tahun
2007 belum berhasil memikat minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul
Mal terbukti dengan masih tidak seimbangnya antara potensi zakat yang ada
dengan zakat yang berhasil dikumpulkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
masyarakat enggan membayar zakat yaitu 1). Faktor Hukum 2). Faktor penegak
hukum dan 3). Faktor budaya. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan
fungsinya sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah Kota Banda Aceh
dalam hal mengelola harta zakat tidak terlalu tergesa-gesa dalam menghadapi
masyarakat pada saat ini, hal yang prioritas dilakukan oleh Bitul Mal adalah
menyadarkan masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota
Banda Aceh agar dikelola dengan semestinya dan tidak ada tindakan seperti yang
tertera pada Pasal 50 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul
Mal terhadap Muzakki yang enggan membayarkan zakatnya. Pada penelitian

Nahara Eriyanti lebih memfokuskan pada pelaksanaan penghimpunan zakat di

Nahara Eriyanti, Pelaksanaan Penghimpunan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
(Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007), Tesis Program Pascasarjana
Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2016.
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Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2007), sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan
dinamika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh
serta bagaimana tinjauan magasid asy-Syari’ah terhadap pengelolaan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian penelitian tentang zakat pada dataran teoritik yang menggunakan
pendekatan dari segi hukum yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imam Setya
Budi yang membahas tentang Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif. ** Penulis menemukan bahwa tata kelola zakat menurut
perspektif hukum Islam mengacu pada QS. Surah al-Taubah [9] ayat 60 yang
menjelasakan tentang delapan kelompok penerima zakat, yaitu: fakir miskin,
‘amil (petugas) zakat, muallaf, para budak untuk dimerdekakan, orang-orang yang
berhutang, fr sabilillah dan ibn al-sabil. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi,
tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari
kehidupan masyarakat Islam. Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat, persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam Pasal
16, uraiannya sebagai berikut: a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk
mustahiq, sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 16 ayat 1). b) Pendayagunaan
zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan
untuk usaha produktif (Pasal 16 ayat 2). ¢) Hasil penerimaan infaq, shadagah,

hibah, wasiat, waris dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif

12 |man Setya Budi, Tata Kelola Zakat - Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
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(pasal 17). Penelitian ini lebih terfokus pada pengelolaan zakat secara umum
dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dan merupakan penelitian
kepustakaan, sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang
implementasi Pasal 24 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal
terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapat Asli Daerah pada Baitul Mal Aceh,
namun penelitian ini lebih spesifik yaitu melihat tinjauan terhadap pengelolaan
zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah berdasarkan teori magasid asy-syari’ah dan
penelitian ini lebih memfokuskan pada zakat yang dijadikan Pendapatan Asli
Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Purbasari dengan judul Pengelolaan
Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gersik. ** Penelitian
ini bertujan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik,
dengan menggunakan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih
sebagai basis industry. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan
zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank
syariah menyalurkan dana tanggungjawab sosial perusahaan tetapi tidak
menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya
lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan diperlukan untuk
mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab
Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan

pada kewajiban menunaikannya. Pada penelitian ini walaupun memiliki

3 Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya
dan Gersik, Jurnal Mimbar Hukum, No. Th. XXVII, Februari 2015.
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persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu melihat
pengelolaan zakat, namun terdapat perbedaan yaitu dari segi tempat/wilayah
penelitian. Selain itu penulis lebih terfokus pengelolaan zakat sebagai pendapatan
Asli Daerah di Baitul Mal Aceh.

Dengan demikian, setelah penulis membandingkan dengan hasil penelitian-
penelitian terdahulu, maka penulis berasumsi bahwa penelitian ini memiliki
perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan masih layak untuk
dilanjutkan penelitiannya. Perbedaan ini tampak dari segi pokok bahasannya,
lokasi, fokus penelitian, dan subjek penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai acuan analisis,
kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai tindakan dalam
menganalisis data-data penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat saat ini di berbagai Negara Islam memiliki bermacam
bentuk, ada yang dikelola pemeritah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung,
serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan

oleh pemerintah.
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Pendapatan yang diperoleh dari zakat oleh pemerintah Islam tidak dapat
digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan Negara karena pemerintah Islam
telah diberikan petunjuk khusus dalam al-Qur’an tentang bagaimana dan kemana
membelanjakan hasil yang diperolen dari pengumpulan zakat sehingga
pemerintah tidak mempunyai pilihan dan harus membelanjakan dana zakat sesuai
dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur’an .**

Zakat bukan merupakan jenis pembayaran yang baru diperintahkan pada
masa Rasulullah®™, Islam telah mewajibkan zakat dan zakat dikumpulkan dan
didistribusikan oleh pemerintah. Institusi zakat harus dibentuk, diorganisasi dan
dipelihara oleh pemegang kekuasaan karena merupakan salah satu sarana penting
untuk membangun ekonomi Negara.

2. Magasid asy-Syari’ah

Syariat Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia, menurut
Muhammad Abu Zahra ada tiga tujuan/sasaran hukum Islam, yaitu:

a. Penyucian jiwa, membina setiap individu agar menjadi sumber

kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya.
Hal ini ditempuh dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik sesama muslim maupun

non muslim. Konsep keadilan dalam Islam adalah menempatkan

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, cet.ke-2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa, 2002), him. 243.

1> perintah menunaikan zakat telah ada dari masa Nabi-nabi terdahulu sebagaimana yang
terdapat dalam al-Qur’an yaitu dalam Surah al-Anbiya [21] : 73, Maryam [9] : 55 dan 31, dan al-
Bagarah [2] : 83.
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manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada
keistimewaan antara si kaya dan si miskin.
c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ini merupakan tujuan puncak
yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada
syariat yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadis kecuali di
dalamnya terdapat kemashlahatan yang hakiki dan berlaku secara
umum.®
Teori magasid asy-syari’ah cukup relevan untuk membedah urgensi
pengelolaan zakat sebagai perwujudan keadilan secara holistik dalam berbagai
dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup. Teori ini juga
sangat tepat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan magasid pengelolaan
zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh sebagai wujud
perlindungan terhadap jiwa para mustahiq melalui jaminan perlindungan terhadap
harta, serta membangun kepastian hukum berupa jaminan Kketepatan dan
kemanfaatan zakat yang diambil dari harta muzakki.
F. Metode Penelitian
Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian
merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya metode dan pendekatan
penelitian maka data-data yang diperoleh akan lengkap dan objektif, sesuai
dengan permasalahan yang hendak dibahas, sehingga menjadi sebuah penelitian
yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan itu maka perlu adanya penentuan

langkah-langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut :

1 Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh, terj. Saefullah Mashum, dkk, cet. ke-1 (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1994), him. 543-548.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) yang bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan
tentang permasalahan yang terjadi di lapangan terhadap pengelolaan zakat sebagai
Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh serta tinjaun hukum Islam terhadap
permasalahan pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu
pendekatan yang menggunakan konsep yang menyatakan bahwa hukum adalah
identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-
lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian ini akan mencoba memaparkan
dinamika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah pada Baitul Mal
Aceh ditinjau dari hukum Islam
3. Sumber dan teknik pengumpulan data
Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber
asli.” Dalam hal ini data primer bersumber dari nas al-Quran, al-hadis, serta
kitab-kitab figh.
Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk

sudah jadi yang akan menjadi penunjang penelitian ini.® Jadi sumber data

Y Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1998), him. 11.

¥Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif (Jakarta: Raja
Grafindo, 2008), him. 103.
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sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip
yang ada pada Baitul Mal Aceh, literature-literatur, hasil penelitian, artikel,
majalah dan data yang ditelusuri melalui penelusuran data online yang berkaitan
dengan penelitian yang penulis teliti.

Adapun sumber pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis
berupa tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, literature, arsip-arsip, dokumen-
dokumen dan termasuk teori, dalil atau hukum dan bahan kepustakaan lainnya
yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka akan dilakukan analisis
data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.
Adapun anailisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis
kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan
kemudian diambil kesimpulan.*®

Untuk melakukan analisis dari data yang sudah terkumpul dari hasil
penelitian, kemudian dilakukan pengelolaan data bertahap di antaranya :

a. Editing, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data yang sudah
terkumpul di lapangan, apakah telah memenuhi sumber-sumber yang

dibutuhkan secara lengkap atau belum.

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, him. 208.
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b. Tabulasi, setelah melakukan pengecekan terhadap data yang terkumpul,
kemudian akan diadakan pengklasifikasian data dengan tujuan data-data
yang anggap relevan dapat digunakan.

c. Analisa, untuk tahap akhir dilakukan analisis data hasil dari pengumpulan
data yang diperoleh. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang
telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian
sehingga diperoleh  suatu  kesimpulan terhadap permasalahan-
permasalahan yang telah ada.

Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, sistematikanya akan disajikan secara
integral dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Pada Bab pertama yang merupakan pendahuluan, yang menjelaskan
latar belakang permasalahan yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok
masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka
sebagai bahan referensi kemudian kerangka teoritik sebagai pisau analisis
dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai pembahasan lebih lanjut dari kerangka
teoritik yang telah dijelaskan pada bab pertama dengan menguraikan
gambaran umum tentang zakat yang meliputi: pengertian zakat, tujuan
pensyariatan zakat, pembagian mustahiqg, sistem pengelolaan zakat dalam

Islam, peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, dan sumber-sumber
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pendapatan Negara dalam Islam, pengertian Pendapatan Asli Daerah dan
sumber-sumbernya serta teori magasid asy-Syari’ah.

Bab ketiga, berisi tentang realita Pengelolaan Zakat Sebagai
Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh meliputi Qanun Aceh, lembaga
Baitul Mal Aceh yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi dan struktur
organisasi Baitul Mal, serta kelebihan dan kendala dalam pengelolaan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh

Bab keempat, berisi tentang tinjauan magasid asy-Syari’ah terhadap
pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh
meliputi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan zakat oleh Baitul Mal
Aceh serta pandangan magasid asy-syari’ah terhadap pengelolaan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bab kelima, adalah penutup yang beirisi kesimpulan dari analisis yang
selanjutnya menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang

dilakukan dan juga memuat saran-saran.



BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan
sebelumnya sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun Problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah
di Baitul Mal Aceh adalah dalam mekanisme pencairan dana zakat yang
telah dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah harus mengikuti
aturan keuangan daerah dan disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah
lainnya, pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu
pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan mustahiq
secara terus menerus memerlukan bantuan dana zakat, jumlah zakat yang
disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib
terikat dengan platform yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Aceh. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pada program zakat
produktif yang dilakukan oleh Baitu Mal masih menuai kontroversi
karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga
Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan program
tersebut.

2. Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat sebagai
Pendapatan Asli Daerah jika ditinjau dari magasid asy-syari’ah maka
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul

Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat

112
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membahayakan jiwa mustahiq zakat, karena mustahiq zakat khusunya
fakir dan miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan
tentang zakat yang dijadikan Pendapatan Asli Daerah, ketika Baitul Mal
Aceh mengalami kendala dalam pencairan dana zakat dari Kas Umum
Aceh yang berimbas pada terkendalanya proses penyaluran zakat kepada
mustahiq, sedangkan mustahig memerlukan dana zakat tersebut untuk
bertahan hidup dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran dana
zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan mengancam kehidupan
(jiwa) mustahiq. Hal tersebut telah mengakibatkan pemeliharaan jiwa
mustahiq terabaikan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan yang ingin
dicapai oleh syariat zakat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan
mustahik guna untuk menyelamatkan jiwa manusia (kifzu an-nafs) yang
merupakan salah satu dari tujuan magqasid asy-syari’ah.

B. Saran
Adapun beberapa saran yang bisa disampaikan ke berbagai pihak sebagai

berikut:

1. Zakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan
ekonomi, khususnya ekonomi mustahiq zakat, dijadikan zakat
sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang tertuang dalam
Pasal 24 Qanun Aceh No0.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal harus
dilihat kembali oleh pemerintah Aceh, sehingga Qanun ini dapat
direvisi berdasarkan berbagai pertimbangan permasalahan yang

timbul dalam implementasinya.



114

2. Penelitian tentang implementasi zakat sebagai Pendapatan Asli
Daerah dari tinjauan hukum Islam masih memiliki peluang untuk
diteliti lebih lanjut oleh peneliti yang lain yaitu dengan
membandingkan pengelolaan zakat yang ada di Aceh dengan
pengelolaan zakat di wilayah lain Indonesia, hal ini untuk melihat
kinerja dan keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat,
sehingga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi

pemerintah untuk kemajuan perzakatan Nasional.
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Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur’an

TERJIEMAHAN

No

Hal

Terjemahan

BAB |

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'‘allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

No

Hal

BAB 11

19

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya jiwa itu.

20

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

21

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
mengetahui.

22

Yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat
kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya
kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang
kafir siksa yang menghinakan.

22

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi
orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-
apa (yang tidak mau meminta).

23

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa

23

Dan dan apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu
kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor
untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-




Nya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di
antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.
dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat Kkeras
hukumannya.

10

32

Sesungguhnya Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus
Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu
satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz
menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi
bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur’an?,
Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah
Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat
dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an? Muadz menjawab:, Saya akan
berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk
dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi
Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah
terhadap jalan yang diridhai-Nya”.

11

44

Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan dari
sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang
kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka
menaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawaan harta
mereka dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak
ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah.

12

48

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan
perang, katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan
Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah
hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-
Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

13

49

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‘allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

14

49

Dan dan apa saja harta rampasan (fai’1) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu
kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor
untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-
Nya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.




Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya
harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara
kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa
yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.
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